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ABSTRAK 
Wali merupakan salah satu rukun di dalam perkawinan 
dan menjadi salah sat sahnya suatu perkawinan. Meskipun 
demikian, di kalangan masyarakat tertentu posisi wali nasab 
tersebut diartikan dalam makna yang sangat sederhana. Artinya, 
kedudukan wali hanya dijadikan formalitas belaka. Di berbagai 
tempat atau daerah, termasuk di daerah kabupaten Bangkalan, 
banyak sekali praktik yang memperlihatkan hal ini. Artinya wali 
nasab lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya 
dalam prosesi akad nikah tersebut. Biasanya masyarakat 
mempercayakannya kepada kyai atau kepada penghulu. Fokus 
penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
pandangan masyarakat tentang urgensi kyai dan praktiknya 
sebagai wali dalam pernikahan serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya yang terjadi di Bangkalan Madura.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis. Sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. 
Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan 
metode wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil dari penitian ini adalah, pertama, mayoritas 
pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap mewakilkan wali 
dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka 
terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada 
praktik wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 
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Jadi sebatas pemahaman masyarakat dibolehkannya praktik 
mewakilkan wali dalam akad nikah, pengangkatan kyai sebagai 
wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh 
masyarakat Bangkalan Madura, parawali nasab lebih memilih 
menyerahkan hak dan wewenang walinya ke kyai ataupenghulu 
dengan faktor tidak tidak bisa melafalkan sigat akad, tidak tahu 
cara menikahkan,ta’z}imkepada kyai, karena adanya suatu kasus, 
dan wali nasab jauh keberadaannya. Kedua, dilihat dari praktik 
yang terjadi dilapangan, bahwa tradisi mengangkat kyai sebagai 
wali dalam perkawinandi wilayah pedesaan dan penghulu pada 
wilayah perkotaan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, 
baik dengan cara pandang hukum Islam maupun hukum positif 
atau undang-undang tentang perkawinan di Indonesia, dengan 
artian memposisikan kyai atau penghulu sebagai wakil wali 
dalam pernikahan.Maka dengan demikian, pernikahan yang 
selama ini terjadi di Bangkalan Madura dapat disimpulkan tidak 
mengurangi dan membatalkan keabsahan suatu pernikahan.  
 
Kata kunci: Wali nikah, Taukil wali, Kyai sebagai wali. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
Transliterasi kata-kata arab ke dalam kata-kata latin yang 
dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:  158/1987 dan  
0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.  
I. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif  
Tidak 
dilambangkan  
Tidak 
dilambangkan 
ب ba’ b be 
ت ta’ t te 
ث s\a’ s\ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج jim j je 
ح h{a h{ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ z|al z| 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra’ r er 
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ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ya 
ص s}ad s} 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} 
de(dengan titik di 
bawah) 
ط t}a’ t} 
te(dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a’ z} 
ze(dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ 
koma terbalik di 
atas 
غ gain g ge 
ف fa’ f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wawu w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ‘ apostrof 
ي ya’ y ye 
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II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  
 هيدقعتم  ditulis   muta‟aqqidi>n 
  ةدع ditulis   „iddah 
 
III. Ta’ Marbutah  
1. Bila dimatikan ditulis h 
تبه    ditulis   hibah 
تيسج  ditulis   jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab 
yang sudah terserab ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata 
shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya).   
 
2. Bila  diikuti dengan kata sandang  “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan h.  
ءبينولاا تمارك     ditulis   kara>mah al-
auliya>‟ 
3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, 
kasrah, dan dammah ditulis t.  
نا ةبكز رطف     ditulis   zaka>tul fit}ti 
 
IV. Vokal Pendek 
ﹻ    kasrah    ditulis   i 
ﹷ   fathah     ditulis   a 
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ﹹ   dammah   ditulis   u 
 
V. Vokal Panjang 
fathah + ali    ditulis   a> 
تيههبج    ditulis   ja>hiliyyah 
fathah + ya‟ mati    ditulis   a> 
ىعسي    ditulis   yas‟a> 
kasrah + ya‟ mati    ditulis   i> 
 ميرك    ditulis   kari>m 
dammah + wawu mati   ditulis   u> 
ضورف    ditulis   furu>d 
 
VI. Vokal Rangkap 
fathah + ya‟ mati    ditulis   ai 
 مكىيب    ditulis   bainakum 
fathah + wawu mati   ditulis   au 
 لوق    ditulis   qaulun 
 
VII. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan 
Dengan Apostroh  
متوأأ  ditulis   a‟antum 
ثدعأ  ditulis   u‟iddat 
متركش هئن  ditulis   la‟in syakartum 
 
xiii 
 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah  
نأرقنا  ditulis   al-Qur‟a>n  
شبيقنا  ditulis   al-Qiya>s 
 
b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan 
huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurul 
l (el)-nya.  
ءبمسنا  ditulis   as-Sama>‟ 
صمشنا ditulis   asy-Syams 
 
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkayan Kalimat  
ضورفنا يوذ ditulis   z|awi> al-furu>d 
تىسنا مهأ  ditulis   ahl as-sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, 
Rasulullah SAW. menyebut menikah adalah sunnahnya. 
Setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan 
yang utama dalam menikah, yaitu mendapatkan ridha Allah, 
di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk 
keluarga yang sa>kinah mawaddah warah}mah. Keluarga 
sa>kinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri 
dalam kehidupan rumah tangga. Dapat disadari bahwa 
keluarga sa>kinah bisa menciptakan kedamaian, kebahagiaan 
dan kesejahteraan.  
Sebagaimana firman Allah, yang berbunyi :  
 جدٕي ىكُٛت معظٔ آٛنإ إُكسرن اظأصأ ىكسفَأ ٍي ىكن كهخ ٌأ ّذاٚآ ٍئ
ٌٔشكفرٚ وٕمن خاٜٚ كنر ٙف ٌإ حًؼسٔ 1 
Dengan ayat di atas, menunjukkan bahwa Islam 
menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan 
antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, 
sehingga dengan itu kedua belah pihak antara suami dan 
isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan 
                                                          
 
1
 Ar-Rum (30): 21. 
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dan ikatan kekerabatan. Termasuk ketentuan-ketentuan 
yang bersifat urgen di dalamnya, seperti adanya beberapa 
syarat dan rukun harus dipenuhi oleh pihak yang akan 
melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah tentang 
perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
(KHI) Pasal 19 disebutkan ‚Wali nikah dalam pernikahan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang bertindak untuk menikahkannya.‛2 
Selanjutnya Pasal 20 dan Pasal 21 menyebutkan 
tentang dua macam wali nikah dan pengelompokkannya; 
pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu 
laki-laki garis lurus ke atas, kerabat saudara laki-laki 
kandung atau saudara laki-laki seayah beserta keturunannya, 
kerabat paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-
laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, 
mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan 
hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti 
terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak 
ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 
‘ad{al atau enggan.3 
Dari penjelasan uraian pasal-pasal di atas dapat 
dikatakan bahwa tidak hanya persoalan ada atau tidak 
adanya wali yang harus diperhatikan, tapi juga perlu melihat 
                                                          
2
 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Cemerlang 2008), hlm. 180. 
3
Anonim, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI 
di Indonesia (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 234. 
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urutan-urutan para wali yang lebih berhak untuk berlaku 
sebagai orang yang benar-benar mempunyai posisi yang sah 
untuk menjadi wali bagi calon pengantin.  
Oleh sebab itu, bagi masyrakat atau calon pengantin 
perempuan sebelum melakukan sesuatu perknikahan 
hendaknya meneliti terlebih dahulu siapa yang berhak 
menjadi wali dengan mengikuti tata tertib dan susunan wali 
yang diatur baik oleh undang-undang ataupun oleh agama. 
Namun apabila sekiranya terdapat orang tua yang tidak 
mengetahui tentang wali maka hendaklah mencari tahu atau 
berkonsultasi dengan orang yang lebih mengetahui atau 
mengusai tentang persoalan perwalian. 
Sehubungan dengan wali, untuk mengetahui ulasan 
singkat dalam hal izin perwalian yang dijelaskan oleh para 
madzhab fikih adalah sebagai berikut: bahwa bapak dan 
kakek diberi hak menikahkan anaknya yang bikr atau 
perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, 
yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Kecuali anak 
s\ayyib (bukan perawan lagi) atau janda, maka tidak boleh 
dinikahkan kecuali dengan meminta atau mendapat izinnya 
lebih dahulu.
4
  
Namun demikian, realitas yang terjadi di suatu daerah 
masyarakat muslim ternyata ada juga yang 
                                                          
4
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
2001), hlm. 384. 
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mempresentasikan fenomena yang berbeda, dimana 
kewenangan dan fungsi jabatan sebagai wali yang cukup 
signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal 
terutama di saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Di 
berbagai tempat atau daerah, termasuk di Bangkalan 
Madura, banyak sekali praktik yang memperlihatkan hal ini. 
Artinya wali yang lebih dekat, lebih memilih dan 
mempercayai orang lain untuk memberikan hak 
kewaliaannya dalam prosesi akad atau mengijab pihak 
pengantin pria, yang pada dasarnya secara tata tertib urutan 
yang paling berhak atas perwalian tersebut adalah orang tua 
dari pengantin si wanita.  
Melihat hal yang terjadi atau dengan berdasarkan 
pengamatan penulis yang selama ini berlaku pada 
masyarakat Bangkalan Madura, bahwa dalam pernikahan 
selalu menghadirkan seorang sosok publik figur yang mereka 
sebut dengan Kiyaeh itu kyai.  
Istilah kyai dalam terminologi para ahli agama sering 
kali dipersamakan dengan ulama. Zamakhsyari Dhofier 
misalnya berpendapat bahwa sebutan kyai antara lain 
diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama 
Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok 
pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik kepada 
santrinya. Selain gelar kyai ia juga kerap disebut ’alim, yang 
5 
 
 
 
berarti orang yang mempunyai kedalaman ilmu agama.
5
 
Bagi masyarakat Madura, dalam elemen struktur kelas sosial 
yang menjadi atau menempati kedudukan elit utama adalah 
kyai, yakni mereka yang karena mempunyai keahlian dalam 
ilmu agama dan jasanya membina umat menjadi sesosok 
panutan dalam masyarakat.
6
  
Sehingga pengaruh kyai terkadang dapat melampui 
batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. 
Seperti tampak dalam urusan agama, pengobatan, rizki, 
jodoh membangun rumah, bercocok tanam, konflik sosial, 
karier, politik, dan sejumlah problem hidup lainnya. Namun 
demikian, bagi masyarakat belum mantap rasanya apabila 
segala urusan tidak konsultasikan kepada kyai dan belum 
mendapatkan restu darinya. Hubungan antar kyai dengan 
masyarakatnya seperti yang ada di Madura dapat dikenal 
dengan hubungan paternalisme, dimana hubungan antara 
pemimpin dan yang dipimpin (atasan-bawahan) seperti 
hubungan antara ayah dan anak.
7
 
Dengan demikian, tidak heran bila dalam bidang 
keagamaan yang umumnya dalam hal pernikahan dan 
khususnya dalam bidang kekuasaan wali (orang tua)  yang 
                                                          
 
5
 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Study Tentang Pandangan 
Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES 1994), hlm. 55.  
 
6
 Muhammad Kosim, ‚Kyai dan Blater Elit Lokal dalam Masyrakat 
Madura,‛ Jurnal Program Dotor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
Oktober 2007,  hlm. 164.    
 
7
 MM Billah, ‚Pergolakan NU dan Kelompok Islam‛ dalam Taswirul 
Afkar Majalah Lakpesdem NU. Edisi No. 2 Tahun 1998. hlm. 53.   
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sejatinya adalah orang yang paling berhak menjadi wali 
dengan berdasarkan urutan secara nasab untuk melakukan 
prosesi pernikahan terhadap anaknya sendiri seperti halnya 
prosesi akad ijab-qabul, justru wali tersebut ternyata 
memberikan kewenangannya kepada orang lain, dan  bisa 
dikatakan bahwa praktik perwalian yang semacam itulah 
yang terjadi di Bangkalan Madura serta sudah menjadi 
kebiasaan turun-temurun atau adat istiadat  yang masih 
berlangsung dari dulu hingga saat ini. 
Dari beberapa pemaparan di atas penulis ingin 
mencoba menggali lebih dalam dan mencari fakta 
bagaimana terbentuknya suatu tradisi atau adat istiadat 
masyarakat Bangkalan Madura. Khususnya dalam hal 
perkawinan yang dilakukan dengan prosesi akad nikah 
menggunakan kyai sebagai walinya serta untuk melihat 
interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang 
dibangun oleh masyarakatnya sendiri, demikian juga dalam 
penggalian hukumnya akan melibatkan hukum posisif yang 
tentu juga tidak bisa ditinggalkan dalam masa atau zaman 
yang sudah tentu akan berkaitan antara hukum yang satu 
dengan hukum yang lainnya menurut kebutuhan dan 
keharusannya masing-masing. 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan 
di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana praktik penyerahan wali kepada kyai  dalam 
perkawinan di Bangkalan Madura  ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat 
menyerahkan hak kewaliannya kepada kyai dalam 
perkawinan di Bangkalan Maduara ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
pengangkatan kyai sebagai wali dalam pernikahan yang 
terjadi di Bangkalan Madura ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  
a. Untuk memahami pola pikir dan alasan masyarakat 
tentang kyai yang diutamakan untuk menjadi wali 
dalam melaksanakan prosesi akad ijab-kabul di 
Bangkalan Madura. 
b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dari 
kebiasaan masyarakat yang mengutamakan kyai 
untuk diangkat menjadi wali dalam pernikahan di 
Bangkalan Madura.   
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c. Untuk menemukan hukum yang jelas tentang 
perwalian yang terjadi dalam masyarakat  Bangkalan 
dengan berdasarkan hukum Islam dan Undang-
undang yang berlaku.   
 
2. Kegunaan Penelitian  
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  
a. Kegunaan secara teoritis 
Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat 
dalam kontribusi atau sumbangan akademik dalam 
menambah khasanah keilmuan serta dapat 
menjadikan sumbangan pengembangan intelektual 
keislaman, umumnya dalam bidang kegamaan, 
khususnya dalam bidang perkawianan.  
b. Kegunaan secara praktis 
Sebagai masukan kepada para wali nikah dan 
pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, 
sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan 
tidak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman 
tentang keberadaan dan posisi wali nikah.  
 
D. Telaah Pustaka 
Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat 
pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan 
atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, 
9 
 
 
 
maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan 
berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam 
penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian 
terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang 
membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.  
Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa 
penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial 
dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan tema perwalian dalam akad nikah, maka perlu 
kiranya peneliti mengkaji dan menelaah referensi dan hasil 
penelitian terdahulu secara seksama.  
Penelitian tentang wali nikah ini sudah banyak 
dilakukan oleh para peneliti, diantaranya oleh Suyanta. 
Dalam tesisnya yang berjudul ‚Perwalian Dalam Perkawinan 
Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqh, dia mengkaji 
perwalian yang difokuskan pada kajian fikih atau pendapat 
para fuqaha, temasuk didalamnya ia mengungkapkan bahwa 
wali nikah dalam perspektif Syafi’iyyah dan mayoritas 
ulama adalah sebagai salah satu unsur untuk menentukan 
sah tidaknya suatu perkawinan. Secara umum pertimbangan 
sosial, moral dan hukum akan eksistensi wali nikah bagi 
perempuan merupakan mekanisme perlindungan sosial pada 
masa kenabian.
8
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 Suyanta, ‚Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: 
Kajian Fiqh,‛ Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 159.  
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Berbeda dengan Suyanta, peneliti lebih fokus pada 
praktik  dan faktor yang terjadi di lapangan tentang 
perwalian yang diserahkan kepada sosok yang dianggap 
sebagai panutan oleh masyarakat Bangkalan. Dalam artian 
penelitian yang dilakukan tidak terfokus pada kajian tentang 
perwalian dalam perkawinan bagi perempuan dewasa, tetapi 
lebih mengarah pada kebiasaan masyarakat yang menjadikan 
kiai sebagai wali dalam setiap pernikahan.  
Penelitian selanjutnya yang membahas tentang wali 
nikah adalah penelitian yang dilakukan Saifuddin, tentang 
‚Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah,‛  ia 
mengemukakan bahwa ulama tidak sepakat tentang 
kebolehan wanita untuk tasharruf pada akad nikah. Sebagian 
ulama membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya.
9
 
Pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan  
pemahaman terhadap dalil-dalil syara’ yang memang masih 
bersifat umum dan memberikan kemungkinan untuk 
diinterpretasi hadis-hadis Nabi yang telah sedikit lebih jelas 
berbicara tentang wali nikah wanita dibandingkan al-Qur’an  
yang belum memberikan kesimpulan tegas tentang boleh 
tidaknya wanita menjadi wali nikah, baik bagi dirinya 
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 Saifuddin, Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, 
Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 158. 
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sendiri maupun bagi wanita lain yang berada dibawah 
perwalian.
10
  
Dengan demikian, penelitian tersebut sangat berbeda 
dengan penelitian ini, karena Saifuddin hanya membahas 
tentang kebolehan wanita menjadi wali, artinya beliau  
mencari titik temu dasar dari keolehan wanita berindak 
sebagai wali, sedang yang penelian ini, bukan perbedaan 
wali yang difokuskan jenis antara pria dan wanita, tetapi 
tetap terfokus kepada pria saja, yang mana dalam hal ini 
dilakukan dengan cara mewakilkan kepada kyai.  
Kemudian Djasman dalam penelitian dengan judul, 
‚Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan,‛ dalam 
uraiannya ia mengemukakan bahwa tidak selamanya 
pernikahan menggunakan wali nasab, tapi dapat juga 
menggunakan wali hakim. Adapun alasan penggunaan wali 
hakim, diantaranya adalah wali nasabnya enggan 
menikahkan, wali nasab tempat tinggal jauh, wali nasab 
beragama non islam dan wali nasab sedang melaksanakan 
ibadah haji. 
11
  
Berbeda dengan Djasman, dalam penelitian ini tidak 
membahas wali hakim secara keseluruhan, meskipun pada 
prinsipnya sama-sama berposisi sebagai wali pengganti, 
namun yang membedakan adalah kyai dalam penilitian ini 
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 Djasman, Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawianan Tesis, 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 86.  
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tidak termasuk dalam kategori hakim, melaikan hanya wali 
pengganti yang diminta oleh msyarakat sendiri tanpa 
melalui prosedur administratif seperti yang ada dalam 
penelitian Djasman.  
Kemudian penelitian berikutnya adalah, Tesis dari 
Alfarabi. Beliau Membahas Tentang ‚Penghulu Negara Dan 
Penghulu Non Negara; Kontestasi Otoritas Dalam 
Penyelenggaraan Perkawinan‛ yang terjadi di Desa 
Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon 
Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
saudara Alfarabi menyebutkan, bahwa praktik yang terjadi 
perkawinan tidak tercatat dapat di temuai di tengah-tengah 
masyarakat Sinarrancang, dimana praktik tersebut 
menunjukkan eksistensi penghulu non-Negara sebagai 
alternatif di samping penghulu yang ditunjuk negara dalam 
penyelenggaraan perkawinan. Selanjutnya Alfarabi 
menyebutkan bahwa, eksiatensi kepenghuluan, baik 
penghulu Negara maupun penghulu non-Negara didasarkan 
pada sumber yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan 
pada undang-undang sedangkan penghulu non-Negara 
didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat, 
yang mana penghulu non-Negara tersebut dilakukan oleh 
kyai, sedang penghulu negara adalah sebagai mana yang 
dimaksud oleh undang-undang, yaitu kepala KUA.  Dari 
kedua sembur yang berbeda tersebut, juga tentu melahirkan 
13 
 
 
 
relasi yang berbeda dengan masyarakat, dimana penghulu 
non-Negara menjadi pilihan alternatif disamping penghulu 
Negara sebagai pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan 
perkawinan. Sehingga wujud dari alternatif tersebut 
membuka panggung kontestasi antara penghulu Negara 
dengan penghulu non negara dalam pengabsahan sebuah 
perkawinan. 
12
 
Dengan demikia, melihat dari beberapa penelitian 
yang tersebut di atas, penelitian ini berbeda dengan 
penelitian yang sebelum-sebelumnya, dalam hal ini peneliti 
berupaya melakukan pengembangan teori dengan tujuan 
menemukan suatu konsep implementatif tentang perwalian 
dalam pernikahan, khususnya pernikahan yang dilakukan 
dengan cara mewalikan kepada seorang kyai atau ulama di 
Bangkalan Madura. Karena penelitian yang dengan cara 
mewalikan kepada seorang kyai atau ulama ini dalam 
sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti, sehingga 
penelitian terhadap topik ini menjadi sangat penting untuk 
dikaji dan perlu diperdalami aspek hukumnya. Begitu juga 
peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut, 
terkait dengan pandangan masyarakat dan pejabat negara 
(kepala KUA) selaku pihak yang berwenang menurut 
undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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Otoritas Dalam Penyelenggaraan Perkawinan Tesis, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2013), hlm. 132.  
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bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang 
sudah ada. 
 
E. Kerangka Teoretik 
Untuk meneliti tradisi perwalian pada masyarakat 
Bangkalan Madura serta respon masyarakat terhadap 
pemahaman tentang kyai yang dijadikan wali dalam 
pernikahan, maka memerlakukan beberapa kerangka teori 
dalam menyusun dan menganalisis penelitian ini.  
Kerangka teori yang dimaksud disini adalah sebuah 
alat untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-
batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan 
penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan 
sekumpulan konstuk (konsep), definisi, dan dalil yang saling 
terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistemis 
tentang fenomena dengan menetapkan hubungan. dengan 
maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 
13
  
Fenomena yang dimaksudkan adalah yang berlaku 
dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan fenomena 
masyarakat sendiri, terlahir dari gejala-gejala yang timbul 
dalam lingkungan masyarakat, baik yang berasal dari gejala 
alam, lingkungan, kependudukan, moral, tingkah laku, 
kesadaran untuk mematuhi hukum, dan lain-lainnya yang 
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 James A Black Dean J Champion, Metode Dan Masalah Penelitian 
Sosial  (Bandung: PT. Refika Aditama 2009), hlm. 48.  
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kesemuanya itu akan terjadi secara alami dalam kehidupan 
masyarakat.  
Adapun untuk memahami tentang fenomena yang 
terjadi di masyarakat, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan 
apa yang disebut dengan masyarakat, menurut Muhammad 
Cholil Mansyur yang dimaksud masyarakat adalah golongan 
besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan 
sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai 
pengaruh satu sama lainnya. 
14
  
Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa 
masyarakat adalah kumpulan sekelompok orang yang hidup 
secara bersama baik dalam jumlah yang banyak maupun 
jumlah sedikit, yang mana diantara individu satu dengan 
individu yang lainnya saling berkaitan dan memberi 
pengaruh.  
Dalam melihat ruang dan geraknya kehidupan, antara 
masyarakat yang satu dengan masyarak yang lainnya 
terdapat perbedaan, yang mana perbedaan ini dapat dilihat 
dari sebab adanya struktur sosial dari masyarakat itu sendiri. 
Selain karena struktur tersebut, faktor tempat tinggal dan 
lokasi juga dapat memberi pengaruh yang sangat besar 
terhadap pola hidup dan tradisi masyarakat, seperti adanya 
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 Muhammad Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, 
( Surabaya: Usaha Nasional 2001), hlm. 21.  
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ketegori yang memisahkan antara masyarakat kota dengan 
masyarakat desa.      
Dapat dikatakan bahwa kehidupan antara masyarakat 
kota dengan masyarakat desa memang jelas berbeda dan bisa 
dikatakan bertolak belakang dari segi kehidupannya. Maka 
untuk lebih jelasnya dalam mengetahui perbedaan antara 
keduanya dapat diketahui dengan klasifikasi dibawah ini. 
15
  
1. Masyarakat Kota 
Sifat-sifat yang sangat menonjol pada masyarakat kota 
ialah:  
a. Sikap Kehidupan  
Sikap kehidupan masyarakat kota lebih 
cenderung individualisme atau egoisme, yaitu sikap 
kehidupan yang menunjukan  bagi angota-angota 
masyarakat untuk berusaha sendiri-sendiri tanpa 
terikat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini 
menggambarkan bahwa setiap individu mempunyai 
hak otonomi atau kemerdekaan bagi dirinya sendiri.  
b. Tingkah laku 
Tingkah laku masyarakat kota cenderung 
bergerak maju yang mempunyai sifat kreatif, radikal 
dan dinamis. Masyarakat kota mempunyai 
perkembangan budaya yang lebih tinggi dan maju, 
karena kreativitas dan dinamikanya kehidupan kota 
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lebih lekas dalam menerima hal-hal baru atau 
membuang budaya yang lama, lebih lekas 
mengadakan reaksi dan lebih cepat menerima mode-
mode dan kebiasaan baru. 
c. Perwatakan  
Perwatakan masyarakat kota cenderung 
kepada sifat materialistis. Hal ini mengakibatkan 
sikap hidup yang egois dan pandangan hidup yang 
radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota 
lemah dengan nilai-nilai religi, yang akan 
menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk 
tindakan amoral, indisipliner dan kurang 
memperhatikan tanggung jawab sosial.
16
  
2. Masyarakat Desa 
a. Sikap Kehidupan  
Sikap kehidupan masyarakat desa lebih 
bersifat kekeluargaan, gotong royong, dan memliliki 
solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Hal ini 
tergambar  dalam kehidupan masyarakat desa ketika 
melakukan sebuah pembangunan, masyarakat 
beramai-ramai datang membantu, baik secara materil 
maupun moril tanpa mengharapkan imbalan. 
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b. Tingkah Laku 
Mengenai tingkah laku masyarakat desa lebih 
bersifat menetap atau tidak berubah-ubah, hal ini 
disebabkan karena faktor pendidikan yang masih 
minim di desa. Minimnya pendidikan pada 
masyarakat desa disebabkan karena lembaga-
lembaga pendidikan yang belum lengkap atau belum 
sempurna, jika dibandingkan dengan lembaga 
pendidikan yang ada dikota. Tingkah laku 
masyarakat desa lebih banyak dipengaruhi oleh adat 
istiadat atau tradisi yang mereka anut dibangdingkan 
pengetahuan yang mereka dapatkan melalui lembaga-
lembaga pendidikan.  
c. Perwatakan  
Perwatakan masyarakat desa lebih cenderung 
kepada kebersamaan. Segala bentuk permasalahan, 
musibah, kegembiraan, pembangunan dan lain-
lainnya, mereka hadapi bersama tanpa adanya sifat 
egois. Semua itu mereka lakukan karena kehidupan 
mereka selalu berdasarkan agama. Adat dan tradisi 
yang mereka anut.  
Segala bentuk tindakan yang akan dilakukan 
dalam masyarakat desa selalu berdasarkan kepada 
musyawarah. Apapun tindakannnya baik itu tindakan 
pribadi seseorang, keluarga, atau masyarakat harus 
19 
 
 
 
terlebih dahulu dimusyawarahkan dan kemudian baru 
diputuskan secara bersama-sama. Melalui 
musyawarah ini dapat memperkecil kemungkinan 
terjadinya kesalahan, pelanggaran dalam lingkungan 
masyarakat. 
Dari pemaparan penjelasan di atas 
menunjukkan bahwa ada pebedaan antara masyarakat 
kota dengan masyarakat desa, baik dari segi sikap 
kehidupan, tingkah laku, perwatakan dan bahkan 
sampai kepada peluang untuk timbulnya efek-efek 
negatif seperti penyimpangan-penyimpangan sosial 
dalam masyarakat. Semua itu merupakan potret dari 
kehidupan masyarakat kota yang selalu hidup secara 
individualisme, yang bersifat egois dan materialistis. 
17
  
Jika dihubungkan dengan penelitian ini, yang mana 
lokasi penelitian dilakukan di Bangkalan Madura, maka 
pastinya mempunyai dua unsur yang menghubungkan wali 
yang ada di desa (kyai) dengan wali yang ada di kota 
(Penghulu atau Pejabat dari KUA).  
Sehubungan dengan fenomena di atas, peniliti telah 
mengupasnya juga dengan melalui dua teori, Pertama, 
perangkat teoritik tentang hukum yang berhubungan dengan 
hukum Islam baik yang bersumber dari Nas} al-Qur’an dan 
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Hadis maupun pendapat para Madzhab fikih. Teori Kedua, 
adalah teori otoritas, Max Weber mengembangkan tiga tipe 
otoritas dalam masyarakat. Pertama, otoritas legal (Legal 
Rational Authority) yaitu otoritas yang besumber dari 
legalitas atau suatu peraturan tertentu. Kedua, otoritas 
tradisional (Traditional Authority), yaitu otoritas yang 
keabsahannya bertumpu pada adat istiadat. Ketiga, otoritas 
kharismatis (Kharismatic Authority) yaitu otoritas yang 
keabsahannya bersumber dari kharisma  atau kualitas 
istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui oleh 
orang lain. 
18
  
Dalam kaitannya, otoritas yang dimaksudkan Max 
Weber dengan otoritas adalah kemungkinan yang di 
dalamnya terdapat suatu perintah untuk dipatuhi oleh 
seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, otoritas 
merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus 
mengandung unsur perintah dan unsur kontrol. 
19
 
Dalam teorinya otoritas dibagi menjadi tiga bagian, 
pertama, Legal Rational Authority, atau otoritas legal, 
merupakan pemberian wewenang atau otoritas yang 
bersumber dari hukum atau perturan perundangan. Model 
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otoritas ini cenderung menggunakan otoritas birokrasi atau 
politik ekonomi.  
Kedua, Traditional Authority, atau otoritas 
tradisional, merupakan otoritas yang memiliki keabsahan 
berdasarkan kesucian atau kekudusan suatu tradisi tertentu 
yang hidup ditengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang 
taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu 
struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka 
terhadap sesuatu yang bersifat kontinuitas. Hubungan yang 
terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas  dan bawahan 
sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung 
mengarah sebagai bentuk perpanjangan hubungan 
kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara 
pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan 
sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada 
pemimpinnya.  
Ketiga, Kharismatic Authority, Istilah kharisma 
digambarkan secara sosiologis oleh weber yaitu sebagai 
suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin 
(Leader) akan keistimewaannya. Selain itu, otoritas 
kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai 
visi dan misi yang dapat menginsprirasi orang atau 
masyarakat. 
20
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Sehubungan dengan melihat konteks permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi 
penggunaan teori yang disebut di atas, yaitu perangkat teori 
hukum, peranan dan otoritas, adalah sangat 
berkesinambungan serta berhubungan erat dangan latar 
belakang sosok figur kyai yang ada dalam lingkungan 
masyarakat Bangkalan Madura, dimana kyai dapat memiliki 
posisi peranan yang aktif, bahkan dijadikan salah satu unsur 
atau orang yang mempunyai otoritas utama, yang dalam 
penelitian ini berlaku sebagai wali dalam pernikahan yang 
dapat menggantikan posisi wali nasab.  
 
F. Metodologi penelitian 
1. Jenis Penelitian   
Pada wilayah ini secara spesifik, jenis penelitian yang 
digunakan penyusunan tesis ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah 
penelitian yang dilakukan di kancah atau medan 
terjadinya peristiwa yang diteliti.
21
 Dengan kata lain 
jenis penelitian lapangan adalah salah satu jenis 
penelitian yang dilaksanakan dengan terjun ke tempat 
atau daerah objek sasaran penelitian, guna mendapatkan 
keterangan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan 
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tesis. Dalam hal ini peneliti memilih objek penelitian di 
Bangkalan Madura yang mayoritas masyarakatnya 
menggunakan atau mengutamakan Kyai sebagai wali 
dalam pernikahan.    
2. Sifat Penelitian  
 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah suatu 
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 
objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 
suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.
22
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus 
menganalisis terkait fenomena atau adat istiadat 
masyarakat Bangkalan Madura dengan konsep perwalian 
yang diatur dalam hukum Islam. 
3. Pendekatan Penelitian 
 Pada pendekatan ini penyusun mengunakan 
pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis, yaitu 
penelitian yang menekankan pada praktik di lapangan 
yang berkenaan dengan aspek hukum Islam serta 
hubungan timbal balik antara hukum adat yang berlaku 
dengan hukum-hukum lainnya, baik berupa hukum yang 
diatur melalui negara atau oleh kepercayaan dalam 
beragama.  
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 
hlm. 54.   
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4. Jenis Data 
 Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 
dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah data yang diambil dari sumber data primer atau 
sumber data pertama dilapangan. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 
atau sumber sekunder.
23
 
 Adapun yang termasuk sumber data primer adalah 
hasil wawancara (interview) dari para responden di 
lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan sumber data 
sekunder sendiri menjadi terbagi menjadi tiga, yakni: 
a. Primer  
Yaitu sumber data yang berasal dari sumber hukum 
Islam ( Al-Qur’an, Hadis) Fikih, dan perundang-
undangan atau hukum positif yang berlaku di 
Indonesia.  
b. Sekunder  
Yaitu sumber data yang berasal dari kitab-kitab 
tafsir baik tafsir yang dari Al-Qur’an maupun yang 
bersala dari Hadis.  
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: 
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c. Tersier  
Yaitu sumber data yang berasal dari kamus-kamus 
dan buku ensiklopedi yang berhubungan dengan 
tema penelitian.       
5. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang akan penyusun 
gunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 
dalam penilitian lapangan ini adalah: 
a. Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) adalah metode 
pengumpulan data atau suatu informasi dengan cara 
tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara 
sistemik dan berdasarkan pada tujuan 
penyelidikan.
24
 Dalam wawancara ini akan 
diarahkan atau ditujukan kepada tokoh adat, tokoh 
agama, pegawai KUA, dan beberapa orang dari 
masyarakat yang berada di daerah Bangkalan 
Madura.  
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data-data 
dan bahan-bahan berupa dokumen.
25
 Data-data 
tersebut dapat berupa Al-Qur’an, Hadis nabi, kitab-
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 Arif Subyantoro, FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian 
Sosial (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.  
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kitab fikih, buku-buku, jurnal, artikel, perundang-
undangan, dan arsip-arsip.  
6. Analisis Data  
Dalam mengalisis data, penyusun akan 
mengalisis secara kualitatif, yakni suatu metode 
dalam mengalisis data yang ditunjukkan terhadap 
data-data yang kualitas mutu  dan sifat fakta atau 
gejala yang benar-benar berlaku.
26
   
 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam 
proposal tesis ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai 
berikut:  
Bab kesatu, Pendahuluan yang berisi gambaran 
umum tentang karya penelitian ini. Dalam bab ini meliputi 
tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
kerangka teoretik, metodelogi penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab kedua, berisikan tentang kajian teori yang 
relevan dengan bahasan penelitian Bab ini akan membahas 
konsep wali nikah perspektif fiqih, KHI dan undang-undang, 
seputar akad nikah dan sistem perwakilan (waka>lah) wali 
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dalam Islam secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk 
menganalisis data yang ada.  
Bab ketiga, merupakan bab yang berisikan data-data 
yang diperoleh dari lapangan ketika penelitian ini dilakukan. 
Oleh karena itu pada bab ini akan memaparkan seputaran 
praktik pernikahan yang mengangkat serta mengutamakan 
kyai sebagai wali dalam pernikahan di Bangkalan Madura. 
Pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain, 
gambaran umum tentang Bangkalan Madura, yang akan 
sedikit diulas mengenai kondisi geografis dan sosiologis 
Bangkalan Madura, selain itu juga akan memuat tentang 
status keberadaan atau kedudukan kyai di mata masyarakat 
Bangkalan Madura dan faktor-faktor terjadinya 
pengangkatan kyai sebagai wali .  
Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai 
praktik pernikahan yang mengutamakan kyai sebagai wali 
dalam adat istiadat masyarakat Bangkalan Madura dengan 
menggunakan sudut pandang hukum Islam secara umum dan 
hukum positif atau undang-undang secara khusus.   
Bab kelima, sebagai bab terakhir diakhiri dengan bab 
penutup yang isinya memuat tentang kesimpulan yang 
merupakan hasil jawaban dari pokok permaslahan yang 
diangkat dalam tesis ini serta ditutup dengan saran-saran 
yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk 
28 
 
 
 
menemukan wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan 
dengan hukum keluarga Islam.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemasalahan wakalah wali dalam akad 
nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai 
suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan penyerah wali atau pengangkatan kyai sebagai 
wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh 
masyarakat Bangkalan Madura. Para wali nasab lebih 
memilih menyerahkan hak dan wewenang walinya ke 
kyai atau penghulu dengan cara mewakilkan. Praktik 
penyerahan wali kepada kyai banyak terjadi di pedesaan 
terutama di Desa Klapayan. Sedangkan praktik 
penyerahan wali kepada kepala KUA atau penghulu 
sering terjadi di daerah perkotaan dan pinggiran kota. 
Seperti di Socah dan Burneh. 
2. Praktek penyerahan wali kepada kyai, disebabkan oleh 
beberapa faktor, Yaitu; Kurangnya pengetahuan 
masyaraka tentang prosesi akad nikah atau sigat ijab-
qabul, tidak terbiasa, Mundhut Barokah, Pertalian erat 
hubungan antar santri dengan kyai atau ta’z}im  kepada 
gurunya, tidak bisa hadir atau wali nasab jauh 
keberdaannya (menjadi TKI atau meranatau), Maka 
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dengan demikia, mewakilkan perwalian dalam akad nikah 
tampakanya sudah menjadi sebuah keharusan yang selalu 
dipraktikkan oleh masyarakat setempat, sekalipun ada 
wali nasab yang sebenarnya mampu menjadi wali namun 
tidak diaplikasikan karena mereka hanya mengikuti 
kebiasaan untuk mewakilkan, sehingga jabatan sebagai 
wali nasab yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan 
secara maksimal dalam akad nikah. 
3. Setelah peneliti mengkaji beberapa referensi hukum Islam 
baik secara fikih ataupun undang-undang tentang 
pemberian hak kuasa wali dalam akan nikah, maka 
peneliti menyimpulkan bahwa penerapan praktik 
pemberian hak kuasa wali dalam akad nikah masyarakat 
di Bangkalan Madura tidaklah bertentangan dengan 
hukum Islam dan Undang-undang karena masih dalam 
koridor yang dianjurkan dan tidak lari dari tatanan hukum 
dan aturannya. Dari penelitian terungkap bahwa 
penerapan kyai sebagai wali atau penghulu dalam akad 
nikah masyarakat Bangkalan Madura masih sejalan 
dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, 
Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan atau 
menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus 
dibidang perwalian. Sekalipun memang bukan menjadi 
sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak 
perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi 
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perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian 
banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi 
wali namun karena kebiasaan yang diterapkan 
masyarakat, sehingga urgensi kedudukan wali tidak 
banyak dimanfaatkan. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
Penulis memberikan masukan berupa saran kepada seluruh 
masyarakat terkhusus  yang berada di Bangkalan Madura, dan 
masyarakat diluar daerah tersebut yang mungkin melakukan 
praktek yang sama dalam hal melimpahkan hak perwaliannya 
dalam akad nikah, peneliti menyarankan:  
1. Saran kepada  para Tokoh Agama, baik ustadz kyai 
ataupun penghulu, agar bisa memberikan pemahaman 
kepada masyarakat tentang adanya tertib dan aturan 
wali yang bisa mereka praktekkan dan mengingatkan 
kepada masyarakat agar mau belajar untuk 
menggunakan hak kuasanya sebagai walinya. Hal 
tersebut bisa dilakukan melalui ceramah-ceramah 
agama baik ketika perayaan wali>matul ‘urs maupun 
melalui penyampaian di Masjid seperti saat salat jum’at 
atau melakukan penyuluhan akan pentingnya posisi wali 
nasab dalam akad nikah. 
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2. Saran kepada masyarakat Bangkalan khususnya 
masyarakat luas pada umumnya (terutama yang 
memiliki hak perwalian), agar mau menggunakan hak 
kewaliaanya terutama yang memiliki kemampuan dan 
tidak memiliki halangan apapun. Bila ketidakterbiasaan 
dan ketidakmampuan dalam melakukan akad nikah 
dijadikan alasan untuk memberikan hak kuasanya 
sebagai wali dalam akad nikah, maka selayaknyalah 
mereka banyak bertanya, belajar dan meminta 
bimbingan kepada yang lebih tahu. 
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LAMPIRAN I  
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADITS, DAN ISTILAH-
ISTILAH 
 
Hlm Footnote  Terjemah 
1 1 Q.S Ar-Rum 
(30): 21 
Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cederung dan 
merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih . 
sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi 
kamu yang berpikir. 
24 6 Al-Fiqh ‘Ala > 
Madha>hibil 
Ar-Ba’ah 
IV: 26 
Wali di dalam pernikahan 
adalah yang padanya 
terletak sahnya sebuah akan 
nikah maka tidak sah tanpa 
adanya wali”.  
 
28 39 Q.S. Al- Apabila kamu mentalaq 
II 
 
Baqarah [2]: 
232 
isteri-isterimu, lalu habis 
masa iddahnya, maka 
janganlah kamu (para wali) 
menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya. 
29 41 H.R Sunan 
Abi Dawud  
Muhammad bin Qudamah 
bin A‟yan dan Abu Ubaidah 
al-Haddad bercerita kepada 
kami dari Yunus dan Israil 
dari Abu Ishaq dari Abu 
Burdah dari Musa bahwa 
Nabi Muhammad Saw. 
Bersabda: tidak sah nikah 
kecuali dengan adanya wali. 
29 42 H.R Sunan 
Abi Dawud 
Muhammad bin Katsir, 
Sufyan dan ibn Juraih 
meceritakan kepada kami 
dari Sulaiman bin Musa dari 
Al-Zuhri dari „urwah dari 
„Aisyah, bahwa Nabi 
Muhammad Saw. Bersabda: 
perermpuan yang menikah 
tanpa izin walinya maka 
pernikahannya batal 
(diulang sampai tiga kali), 
III 
 
apabila seorang laki-laki 
mengumpuli perempuan, 
maka perempuan tersebut 
berhak atas mahar. Apabila 
mereka bertengkar maka 
penguasa dapat menjadi 
wali bagi wanita yang tidak 
mempunyai wali 
28 43 Niha>yatul 
Muhta>j ila> 
sarh}il 
Minha>j 
Apabila wali nasab terdekat 
bepergian dalam jarak dua 
marhalah (qas}ar) atau lebih 
jauh dan tidak ada status 
kematiaannya serta tidak 
ada wakilnya yang hadir 
dalam menikahkan 
perempuan di bawah 
perwaliannya maka sultan 
(wali hakim) dapat 
menikahkan perempuan itu. 
Bukan wali jauh walaupun 
kepergaiannya lama dan 
tidak diketauhi tempat dan 
hidupnya. Hal itu karena 
tetapnya status kewalian 
wali yang sedang pergi. 
IV 
 
Namun yang lebih utama 
meminta ijin pada wali yang 
jauh untuk keluar dari khilaf 
ulama. 
32 47 At-Tirmidi Dari Aisyah Radiyallahu 
anha, bahwa Rasulullah 
Saw. bersabda: “perempuan 
yang menikah tanpa izin 
walinya, maka nikahnya 
batal. Jika sang laki-laki 
telah mencampurinya maka 
ia wajib membayar mas 
kawin untuk kehormatan 
yang telah dihalalkan 
darinya, dan jika mereka 
bertengkar maka penguasa 
dapat menjadi wanita yang 
tidak mempunyai wali.” 
Dikeluarkan oleh Imam 
empat kecuali Nasa‟I. Hadis 
shahih menurut Ibnu 
Uwanah, Ibnu Hibban dan 
Hakim 
36 59 Q.S. Al-
Kahfi [18]: 
Dan demikianlah Kami 
bangunkan mereka agar 
V 
 
19 mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. 
Berkatalah salah seorang di 
antara mereka: „Sudah 
berapa lamakah kamu 
berada [di sini]?‟ Mereka 
menjawab: „Kita berada [di 
sini] sehari atau setengah 
hari.‟ Berkata [yang lain 
lagi]: “Rabbmu lebih 
mengetahui berapa lama 
kamu berada [di sini]. Maka 
suruhlah salah seorang di 
antaramu pergi ke kota 
dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah 
dia lihat manakah makanan 
yang lebih suci, maka 
hendaklah dia membawa 
makanan itu untukmu, dan 
hendaklah ia berlaku lemah 
lembut dan janganlah 
sekali-kali menceritakan 
halmu kepada seorang pun.  
37 60 H.R. Malik Dari  Sulaiman  bin  Yasir,  
VI 
 
Ibn-Anas bahwasannya  Nabi SAW.  
mengutus Abu Rafi‟ mantan 
budaknya dan seorang laki-
laki Ansar, lalu keduannya 
menikahkannya dengan 
Maimunah binti Al-Haris, 
yang mana saat itu beliau 
berada di Madinah sebelum 
keluar (untuk ihram).” 
37 61 Q.S. Al-
Maidah [5]: 
2 
Dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksa-
Nya 
37 62 Kaidah 
fiqhiyyah 
Setiap  orang  memiliki  hak  
untuk  menjalankan 
urusannya sendiri, dan 
baginya pula terdapat 
kebolehan untuk 
mewakilkan urusan tersebut 
kepada orang lain selama 
VII 
 
urusan tersebut bisa 
digantikan oleh orang lain 
42 69 Q.S. Al-
Imran [4]: 28 
Janganlah orang-orang 
mukmin mengambil orang-
orang kafir menjadi 
wali
[1]
 dengan 
meninggalkan orang-orang 
mukmin. barang siapa 
berbuat demikian, niscaya 
lepaslah ia dari pertolongan 
Allah, kecuali Karena 
(siasat) memelihara diri dari 
sesuatu yang ditakuti dari 
mereka. dan Allah 
memperingatkan kamu 
terhadap diri (siksa)-Nya. 
dan Hanya kepada Allah 
kembali (mu).   Katakanlah: 
"Jika kamu 
menyembunyikan apa yang 
ada dalam hatimu atau kamu 
melahirkannya, pasti Allah 
Mengetahui". Allah 
mengetahui apa-apa yang 
ada di langit dan apa-apa 
VIII 
 
yang ada di bumi. dan Allah 
Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” 
 
LAMPIRAN I I 
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL 
Tabel 1 
Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No 
Kelompok 
umur / age 
group 
 
Penduduk/ 
Population 
Jumlah/Total 
Laki-
laki/Perempuan 
1 
Bangkalan 
2015 
 455.710 498 
595 
954.305 
2 
Bangkalan 
2014 
451 601 494 
220 
945.821 
3 
Bangkalan 
2013 
447 201 490 
296 
937.497 
4 
Bangkalan 
2012 
439 054 479 
948 
919.002 
5 
Bangkalan 
2011 
435 643 476 
220 
911.863 
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bangkalan.  
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